BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

PERBEDAAN

ATRIBUSI, DELEGASI,
DAN MANDAT

( ATRIBUSI )

¥
e

( DELEGASI

( MANDAT )

Dasar Hukum:

tanggung jawab berada
pada penerima atribusi.

Pasal 12 ayat (2) UU No.
30/2014 dan Pasal 175 UU
No. 6/2023

Pelimpahan kewenangan
kepada badan dan/atau

pejabat pemerintahan
yang lebih rendah
dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat
beralih sepenuhnya
kepada penerima
delegasi.

) Pasal 175 UU No. 6/2023

Pelimpahan kewenangan
kepada badan dan/atau
pejabat pemerintahan
yang lebih rendah dengan
tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap
berada pada pemberi
mandat.

Pasal 175 UU No. 6/2023

( DEFINISI J ( PEROLEHAN J
WEWENANG

Pemberian kewenangan - Melalui UUD 1945

kepada badan dan/atau dan/atau Undang-

pejabat pemerintahan Undang.

oleh UUD 1945 atau - Sifat wewenangnya

Undang-Undang, sehingga baru.

Pasal 12 ayat (1) UU No.
30/2014 jo UU No.
6/2023

« Diberikan oleh badan

dan/atau pejabat
pemerintahan di
atasnya

« Ditetapkan dalam

peraturan pemerintah,

peraturan  presiden,
dan/atau peraturan
daerah; dan

« Sifat wewenangnya
telah ada sebelumnya.

Pasal 13 ayat (2) UU No.
30/2014 jo UU No.
6/2023

« Diberikan oleh badan
dan/atau pejabat
pemerintahan di
atasnya; dan

« Sifatnya pelaksanaan
tugas rutin.

Pasal 14 ayat (1) UU No.
30/2014 jo UU No.
6/2023

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU

PENGALIHAN
WEWENANG
Kewenangan atribusi
tidak dapat

didelegasikan kecuali

ditentukan lain.

Pasal 12 ayat (3) UU No.

30/2014 jo UU No.
6/2023

Kewenangan delegasi

tidak dapat

didelegasikan lebih

lanjut kecuali

ditentukan lain.

Pasal 13 ayat (3) UU No.
30/2014 jo UU No.
6/2023

Pengalihan kewenangan
tidak  diatur, namun
penerima mandat tidak
berwenang mengambil
keputusan dan/atau
tindakan strategis yang
berdampak pada
perubahan status hukum
organisasi, kepegawaian,

dan alokasi anggaran.
Pasal 14 ayat (7) UU No.

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 30/2014 jo UU No.
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No 30/2004 jo UU No 6/2023) 6/2023
BERIN
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